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ABSTRAK

Pembimbing kemasyarakatan difungsikan untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi peran dan kedudukannya tidaklah dapat sepenuhnya diwujudkan. Hal ini tentunya dilihat dari keberadaan berbagai institusi yang menangani anak yang berhadapan dengan hokum dan sosial kemasyarakatan yang tidak mungkin dikoordinir sepenuhnya oleh pembimbing kemasyarakatan. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah  bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan anak di Indonesia serta bagaimana kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam kerangka pembaharuan sistem peradilan pidana anak.
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi dokumen dan wawancara. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan,  serta penelitian lapangan. Analisis  Data  adalah yuridis  kualitatif. Yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian  Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung 
Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan anak di Indonesia  adalah didasarkan pada anak yang berhadapan dengan hukum biasanya sangat buta mengenai permasalah hukum, seperti halnya bagaimana harus bersikap dan berbicara bahkan ada yang merasa ketakutan baik di kepolisian maupun di hadapan hakim, pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan harus dapat memposisikan diri sebagai bagian dari anak tersebut sehingga segala hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat didapatkan dan kewajibannya dapat dilaksanakan. Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam kerangka pembaharuan sistem peradilan pidana anak adalah Pembimbing Kemasyarakatan yang pada saat ini hanya berperan sebagai pelapor atau setidakanya  bertindak sebagai pendamping sebagaimana terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  harus ditingkatkan kedudukannya dengan dapat melakukan komunikasi yang aktif kepada lembaga atau institusi penegak hukum atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum baik  pada saat tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan bahkan pada saat rehabilitasi.
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ABSTRACT


Community advisors are functioned to assist children in conflict with the law, but their roles and positions cannot be fully realized. This is of course seen from the existence of various institutions that handle children who are dealing with law and social affairs which cannot be fully coordinated by the community counselor. Identification of the problem carried out is how the efforts of legal protection for children in conflict with the law by the Community Counselor (PK) in the juvenile justice system in Indonesia and how the position of the Community Counselor (PK) in handling children in conflict with the law (ABH) both at the investigation level, prosecution and court within the framework of reforming the juvenile criminal justice system.


The research method that the researcher did was descriptive analytical. The method of normative juridical approach, namely legal research that prioritizes how to examine secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. Data collection techniques are document studies and interviews. Data collection tools are library research, as well as field research. Data analysis is juridical qualitative. Juridical is based on legal principles and legal norms starting from existing regulations as positive law. Qualitative means that the research conducted provides a systematic description related to the object of research in the form of a description. Research Locations, the Library of the Faculty of Law, Pasundan University, Bandung, the Library of the Postgraduate Faculty, Pasundan University, Bandung


The conclusion obtained in this study is that legal protection for children in conflict with the law by the Community Advisor (PK) in the juvenile justice system in Indonesia is based on the fact that children in conflict with the law are usually very blind about legal issues, such as how to behave and speak. there are even those who feel afraid both in the police and before the judge, the assistance provided by the community counselor must be able to position themselves as part of the child so that all rights of children who are in conflict with the law can be obtained and their obligations can be carried out. The position of Community Advisors (PK) in handling Children in Conflict with the Law (ABH) both at the level of investigation, prosecution and court in the framework of reforming the juvenile criminal justice system is the Community Advisor who currently only acts as a reporter or at least acts as a companion as contained in Article 65 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, must be increased in position by being able to carry out active communication to law enforcement agencies or institutions or other institutions related to handling children who are in conflict with the law both at the level of investigation, prosecution, court even during rehabilitation.
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